LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 67

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang gs a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
penyelenggaraan izin trayek selanjutnya menjadi wewcenang
Pemerintah Kabupaten schingga dipandang perlu mengatur
retribusinya,

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam hurufa, perlu diatur dalam Peraturan Dacrah.

Mengingat : I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jg).
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor g3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3184 ,:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acyp,
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ]9g
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesj,

Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas day
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyy
1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3180),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerap
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiy
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048),

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per Hangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lcirbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
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Dacrah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200l

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dag
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 69).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

e N oo

Dacrah adalah Kabupaten Sukoharjo.
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Dinas Pchubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas
Pchubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo.
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Pejabat adalah pegawar yang diberi wgas tertentu di bidp,
retribusi dacrahi sesvai dengan peraturan perundang-undang,
vang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipy;

perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainny,

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah denggy, -
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firm,

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis

lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badap

usaha lainnya.

. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jas,
angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan
angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal
dalam wilayah Daerah.

. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribad
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertenwy
dalam wilayah Daerah. ‘

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurul
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan izin trayck.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnye
disingkat SPAORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib
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retribusi  sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
retribusi  yang terutang menurut peraturan  perundang-
undangan retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat

Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi administrai berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan alas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang
diajukan oleh wajib retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi Dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebag,
pembayaran atas pemberian 1zin trayck dan kartu Pengawas,,
kepada orang pribadi atau badan untk menyediakan pelayap,,
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa traye;
tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pemberian trayek untuk menyediaky,
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayeg
tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Dacrah.

(2) Objek retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iy,
meliputi:
a. Angkutan mobil penumpang kapasitas tempat duduk s/d§

orang,

Mobil bus;

Angkutan sewa khusus;

Angkutan karyawan;

Angkutan wisala,

Izin insidentil.

-0 anc

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin
trayek.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5§

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan
tertentu.
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BAB 1V
TATA CARA PERMOHONAN 1ZIN

Pasal 6

(1) lzin trayek dimohonkan secara tertulis kepada Bupat melalys
Kepala Dinas Perhubungan, Panwisata dan Kebudayaan

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada #yat (1) Pasal
int dilampiri persyaratan-persyaratan teknis sesual ketentuan
yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonanan izin
trayck diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB YV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 1z21n yang
diberikan dan jenis angkutan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RE7 "1BUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
alau sama dengan biaya penyelenggaraan pembenan izin
trayek.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i1 meliputi
komponen biaya survei lapangan, biaya transportasi dalam
rangka pengendalian dan pengawasan
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BAB vI1

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS;

Pasal 9

(1) Strukwr tanf digolongkan berdasarkan jenis angkutan

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimakgyy
ayat (1) Pasal ini adalah scbagai berikut:

OBJEK SATUAN | TARIF IZIN | TARIF KARTY
RETRIBUSI TRAYEK (Rp) | PENGAWASAN
(Rp)
|. Angkutan:
a. Mobil penum-
pang kapasitas .
tempat duduk
s/d 8 | kendaraan | 50.000.00 20.000,00
b. Mobil Bus,
kapasias
tempat duduk:
- 9s/d 15 | kendaraan | 50.000,00 25.000,00
- 16 s/d 25 | kendaraan | 60.000,00 30.000,00
- lebih dari
26 | kendaraan | 70.000.00 35.000,00
¢. Angkutan
sewa khusus | kendaraan | 50.000,00 20.000,00
d. Angkutan
Karyawan | kendaraan | 50.000,00 20.000,00
e. Wisata | kendaraan | 50.000.00 25.000,00
Z. 1zin insidentil:
a. Tempat duduk
sampai dengan 25| | kendaraan| 10.000.00 -
b. Tempat duduk
lebih dan 25 | kendaraan | 15.000,00 -
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BAE VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 1zin
trayek diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa reiribusi izin trayek adalah jangka waktw yang lamanya 5
(lima) tahun, dan masa retribusi kartu pengawasan adalah | (saw)
tahun.

Pasal 12

Saatterutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal im harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap sena ditandatangan:
oleh Wajib Retribusi atau kuasanya

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan pemyampaian
SPJORD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ditetapkan dengan Keputusan Bupan
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BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal |3
ayat (1) Peratwran Dacrah ini ditetapkan retribusi terutang

dengan menerbitkan SKRD.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data bany
dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang lerulang,

maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaiman,
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagiman;
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusay

Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan
SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya
alau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
lsc;:(t:)ng atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
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(2)
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BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunas: sekaligus

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan
STRD.

Taia cara pembayaran, penyetoran, tempal pembayaran
retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD
dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih olch Dinas
Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan.

Penagihan retribusi oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan
Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan peratur in perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupali atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT,
dan SKRDLB.
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Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indoney,,
dengan disertar alasan-alasan yang jelas

Dalain hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan ay
ketetapan  retribusi, Wajib  Retribusi  harus  dap,,
membuktikan ketidakbenaran Ketetapan retribusi lersebu,

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
(dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLg
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapy
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuk;

karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimany
dimaksud pada ayat (2) can (3) Pasal ini tidak dianggap
sebagai surat keberatan, schingga ndak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. :

Pasal 20
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau scbagian, menolak atau menambah besamya
retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.
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BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wayib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupau

Bupau dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retnibusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal imi, harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini telah dilampaui dan Bupat tidak memberikan suat
keputusan, permohonan pengembalian kelebthan retnbusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterubkan dalam
Jangka waktu paling lama | (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lamnnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk meiunas:
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribus: sebagumana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB. »

Apabila pengembalian kelebihan pembayacan rnbusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupau
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebthan remmbus:.

Pasal 22

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis Aepada Bupan dengan sckurang-
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kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkal dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribys;
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatal.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh

Bupati.
Pasal 23

Pengembalian kelebihan retribusi  dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi,

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayal (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
Jjuga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan
dengan memperhatikan kondisi situasional yang
menycbabkan Wajib Retribusi tidak mampu  membaya!
sepenuhinya,
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Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam

rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau
kerusuhan.

Taa cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa
selelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saal terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

BAB XX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Dacrah ini diserahkan kepada Kepala

Dinas Pchubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo.

Pengawasan atas peclaksanaan Peraturan Dacrah  ini
ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.



BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak mclaksanakaq kc“'"’f"bam,,-
schingga merugikan keuangan Daerah diancam  pigyp,
kurungan paling lama 6 (enam) bylm atau denda pajip,
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adal
pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 198! tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelii
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
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atau badan schubungan dengan undak pidana di bidang
retribust Daerah,

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan undak pidana di bidang retribus;
Dacrah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buky
tersebut.

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

. menyuruh  berhenti dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
hurufe;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan undak pidana

retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal im
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan kelentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 198! tentang Hukum
Acara Pidana.



BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, $epanyy,
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanju ‘k“gi\
Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketenpy,
yang bertentangan dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daery
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalix
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.
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Disahkan di Sukoharjo
pada tangga! 31 Oktober 200!
BUPATI SUKOHARJO,
ud
BAMBANG RIYANTO

piundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

td
HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 67
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUROHARIO
NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYER

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 999 lentany
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tabun 2000 ientang
Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan Propinsi Scbagar Dacrah Ownom . dang
perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaien

Selanjutnya guna meningkatkan pendapatan Dacrah dipandang perlu mengamr retnbuss
izin trayek dengan Peraturan Daerah.

11. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal | hurufa s/d g: Cukupjelas.

hurufh . mobil penumpang umum yang memiliki JBE/GVW antara SX
kg- 1000kg.
hurufi - mobil bis kecil yang memiliki JBB/GVW antara 1001 - S50 kg

: mobil bis sedang yang memiliki JBB/GVW antara 5501 - 800
kg.
- mobil besar yang memuliki JBB/GVW diatas 3000 kg

hurufj s/d w: Cukup jelas.

Pasal 2s/d6 - Cukup jelas.



Pasal7

Pasal §
Pasal9ayat (1)

Ayat(2)

Pasal 10

Pasal 1]

Pasal 12s/d 15

Pasal 16

131 2

- Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa

scbagai dasar alokasi beban biaya yang dipukul untyg
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

. Cukup jelas.

- Cukup jelas.

- Angkutan sewa khusus adalah angkutan yang dilaksanajgyy,

secara tetap dan terus menerus dan tidak dibatasi oleh wilaygy

administrasi kota dan/atau Kabupaten, sepanjang dalam
wilayah Propinsi Jawa Tengah.

: Angkutan Karyawan adalah angkutan yang digunakan khusyg

untuk mengangkut karyawan dengan dipungut bayaran diman,

pelayanan angkutan ke dan dari tempat bekerja/are;
perusahaan.

- lzin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepady

perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek unng
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang
dan izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (saw) gy
perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) ha
dan tidak dapat diperpanjang.

. Cukup jelas.

: Bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan, sem

pemantauan, maka kartu pengawasan dan jadwal perjalaa
setiap tahun perlu untuk diperbarui dengan dipungut retribusi.

. Cukup jelas.

: Pengenaan sangsi administrasi berupa bunga, dimaksudia

untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanaka
kewajibannya dengan tepat waktu.




pasal 17s/d 24 . Cukup jelas

pasal 25 ayat (1) . Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini periu ditetapkan untuk
memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tdak
dapat ditagih lagi.

ayat(2)hurufa : Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan &
hitung sejak tanggal penyampaian surat leguran iegsebut

hurufb : Cukup jelas

Pasal 26 s/d 3] : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8!



